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  ABSTRAK  - Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Sekretariat Daerah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Wali 

Kota Bandung Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, namun 

dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada 

Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Wali 

Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan 

Pemerintah Kota Bandung, terdapat beberapa substansi yang perlu 

disesuaikan sehingga perlu diganti. 
  

  - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 
5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 
2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 
Tahun 2019; Permendagri No. 112 Tahun 2018; Permendagri No. 56 Tahun 
2019; Permen PANRB No. 17 Tahun 2021; Permen PANRB No. 25 Tahun 2021; 
Permen PANRB Nomor 7 Tahun 2022; Perda No. 8 Tahun 2016; Perwal No. 6 
Tahun 2023. 

 
  - Dalam Peraturan daerah ini di atur tentang Kedudukan dan Susunan 

Organisasi Sekretariat Daerah, Tugas dan Fungsi masing-masing sesuai 

dengan Susunan Organisasi yang telah tercantum dalam peraturan ini. 

Terdapat Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah untuk memperjelas 

hal tersebut. Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk sesuai dengan 

kebutuhan yang memiliki tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang 

tenaga fungsional masing-masing dan juga kebutuhan kelompok jabatan 

fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. 

Mengatur mengenai Jabatan Pelaksana untuk melakukan kegiatan dukungan 

dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan uraian tugas masing-masing.  Mengatur 

juga tata kerja dari Struktur Organisasi Sekretariat Daerah.  
 

 CATATAN : -  Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada 5 
September 2024 dan di tetapkan pada tanggal  5 September 2024. 

  -  Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 

49 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  -  Lampiran 1 hlm 

 


